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Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana. Pengabdian masyarakat tentang mitigasi bencana longsor, perempuan harus mendapat perhatian mengingat dipundaknya biasa dititipkan anak dan lansia dibawah pengawasan perempuan. Pelatihan melibatkan perempuan dengan diberi pembekalan konsep mitigasi dan upaya mengatasi bencana.

Longsor menjadi ancaman bagi perempuan di wilayah pengebdian masyarakat. Pelatihan penanggulangan longsor berbasis masyarakat dilakukan untuk mengatasi dampak social akibat bencana longsor. Bencana longsor sering diikuti dengan bencana social, seperti kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, rusaknya fasilitas social, ekonomi, kesehatan. Kerusakan tersebut memicu terjadinya konflik di masyarakat yang dapat memunculkan bencana sosial
Langkah Mitigasi Bencana Sosial Akibat Longsor
Kegiatan manusia yang mengabaikan keseimbangan dan keserasian lingkungan merupakan faktor terbesar penyumbang kerusakan lingkungan. Faktor manusia dengan faktor alamiah yang sulit terhindarkan, misalnya pengaruh dari pergeseran lempeng bumi (gempa tektonik, gunung meletus) maupun perubahan iklim (badai, topan, kekeringan) akan melahirkan kerugian amat besar sehingga berdampak pada diri manusia itu sendiri. Meskipun kerugian yang besar itu sebenarnya dapat dihindari.

Prosedur  mitigasi bencana hendaklah memperhatikan:

· Kehidupan / penyelamatan nyawa

· Keamanan 

· Kesehatan 

· Perlindungan harta benda

· Perlindungan lingkungan 

· Pengamanan fasilitas penting 

· Pengamanan fasilitas umum

· Koordinasi antar institusi pemerintah 

Secara praktis, prinsip keadilan dalam prosedur mitigasi memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Keadilan Distributif

Langkah-langkah proteksi (perlindungan) untuk mendapatkan kesetaraan dalam memperoleh rasa aman dari dampak bencana.

b. Keadilan Prosedural

Penyusunan regulasi dan aturan yang bersifat ‘transparan’ sehingga memungkinkan anggota masyarakat untuk mengakses informasi dalam pengambilan keputusan

c. Keadilan Korektif

Upaya untuk menerapkan aturan legal formal melalui legislasi, aturan dan regulasi atau proses hukum yang memungkinkan upaya-upaya untuk mendapatkan ‘keadilan formal’ dalam mitigasi
d. Keadilan Sosial

Mengupayakan keadilan yang terfokus pada upaya membangun kesejahteraan masyarakat 

Perencanaan program manajemen risiko bencana berbasis komunitas (CBDRM– Disaster Risk Management) yang dilakukan mulai di tingkat lokal merujuk pada tiga elemen utama paradigma penanggulangan bencana, yakni:

1. Mengubah respon darurat ke manajemen risiko; yang secara esensial mencangkup segala kegiatan untuk mengurangi dampak bencana bahkan menghindarinya.

2. Melindungi rakyat dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana sebagai kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan. Hak Asasi Manusia (HAM); yang secara esensial merupakan wujud tugas dan kewajiban pemerintah dimana bentuk-bentuk respon terhadap bencana bukan sekedar memobilisasi ‘kemurahatian’(charity)–melainkan bagian terintegrasi dalam perlindungan harkat hidup kemanusiaan bagi setiap warga negaranya.

3. Menanggulangi dampak bencana sebagai tanggung-jawab bersama antara merintah dengan masyarakat; yang secara esensial mengajak masyarakat bertanggung-jawab atas penanggulangan bencana melalui kegiatan berbasis pada inisiatif warga masyarakat seperti praktek tanggung-jawab sosial dari korporasi (CSR- Corporate Social Responsibility), serta penguatan strategi berbasis pengetahuan lokal dan penggunaan tradisi masyarakat yang mendukung upaya sentral dalam menanggulangi dampak bencana. 

Peran Perempuan Dalam Mitigasi 
Dimensi moral-etis,politis dan institusionalisasi yang menyangkut upaya kritis dalam merefleksikan proses pembangunan yang selama ini cenderung mengabaikan aspek pembangunan sosial. Dimensi kritis ini meliputi antara lain:

a. Dimensi etis-moral: kemiskinan merupakan konsep pengorganisasian obyek yang diproblematisasikan’ yang secara khusus mengacu pada bekerjanya kekuasaan dan pengetahuan sebagai kategori pembeda (othering) 

b. Dimensi politis: ‘kemiskinan merupakan wilayah strategis obyektifikasi berbagai kepentingan yang dinegosiasikan oleh berbagai pihak untuk direpresentasikan sebagai kepentingan bersama. 

c. Dimensi institusionalisasi: ‘kemiskinan yang diturunkan dari penerjemahan dimensi etis-moral dan politik mendorong mobilisasi dan pengorganisasian sumberdaya ekonomi, sosial dan budaya yang diformulasikan didalam perencanaan pembangunan dan implementasi strategis melalui kebijakan publik
Peran yang dapat dilakukan oleh anak dan remaja dalam penanggulangan bencana :

a. Sebagai sumber, pembawa dan penyebaran informasi baik kepada keluarga, teman maupun masyarakatnya. Peran ini semakin penting khususnya di lingkungan keluarga atau masyarakat yang buta huruf ataupun mempunyai kendala untuk mendapatkan informasi. 

b. Anak mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi. Pemberian informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi akan mendorong mereka melakukan terobosan yang berkait dengan penanggulangan bencana, yang mungkin kadang terlewat dari pemikiran orang dewasa.

c. Membantu memetakan resiko bencana. Melalui kegiatan ini anak mampu mengenali kawasan yang berbahaya yang dapat  menimbulkan resiko bencana.

d. Anak mampu mengenali keterkaitan bencana dengan persoalan yang lebih luas yang meliputi berbagai aspek kehidupan.

e. Anak juga mampu menggerakkan teman-temannya melalui di kelompok anak seperti di kelompok pengajian anak atau sekolah.
Program yang banyak dilakukan diantaranya mendirikan Safe Play Area (tempat bermain anak yang aman) atau sering disebut pula SPA atau Sanggar Anak. Melalui program perlindungan anak di SPA ini anak akan :

a. Dapat mengatasi persoalan trauma yang dialami. Di SPA anak-anak berkumpul bersama di sebuah tempat melakukan kegiatan bersama,sehingga bisa saling berbagi rasa dan memberikan dukungan satu dengan yang lain

b. Mendapat perlindungan mengenai keterpisahan dari keluarga. Salahsatu kegiatan yang dilakukan di SPA ini adalah pendataan ulang anak dan keluarga untuk memastikan anak masih berkumpul dengan keluarganya.

c. Mendapat perlindungan dari diskriminasi pelayanan dasar anak pada kondisi darurat. Keberadaan anak di SPA lebih memudahkan untuk memonitor pemenuhan kebutuhan dasar dan tumbuh kembang anak.

Dengan demikian ada upaya nyata dari anak yang diusulkan untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan ditingkat lokal sebagai bagian dari penanggulangan bencana. Berikut ini program penanggulangan bencana yang disarankan yaitu:

a. Mengembangkan kebijakan perlindungan anak dalam bencana diberbagai tingkatan pemerintahan

b. Membuat modul pelatihan penanggulangan bencana yang mengundang  partisipasi anak secara aktif

c. Mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana yang  berperspektif anak untuk para relawan/petugas

d. Kebutuhan khusus anak menjadi perhatian dan prioritas dalam program pemberian bantuan korban  bencana
e. Menyediakan referensi mengenai hak anak, gambaran kondisi dan persoalan anak dalam masa darurat  bencana maupun program program pemulihan dan kesiapsiagaan bencana untuk anak

f. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengalaman terbaik pendampingan anak dalam penanggulangan  bencana yang telah dilakukan.

g. Melibatkan remaja secara aktif dalam kerja-kerja penanggulangan bencana

h. Memastikan bantuan yang diberikan dapat sampai dan memenuhi kebutuhan anak

i. Membentuk atau menguatkan kelompok anak-anak sebagai media untuk perlindungan dan pengembangan anak pada masa darurat maupun sebagai bagian kesiapsiagaan bencana

j. Mengembangkan forum orang dewasa untuk menumbuhkan kepedulian dan kesadaran untuk pemenuhan  hak anak

k. Membuat kebijakan ditingkat lokal untuk upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.  
Pemberian peringatan dini harus

a. menjangkau dan dipahami masyarakat(accesible), 

b. segera (immediate),

c. tidak membingungkan (coherent),dan 

d. bersifat resmi (official).
Secara sinergis juga diperlukan bantuan darurat (relief), yaitu upaya memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa: 
a. pangan, 
b. sandang, 
c. tempat  tinggal sementara, 
d. kesehatan, sanitasi dan 
e. air bersih.

Agar dampak tidak berkepanjangan maka 
a. Proses pemulihan (recovery) kondisi lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak/bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan bukan sekedar memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih,pasar puskesmas, dll) tetapi termasuk fungsi-fungsi ekologis. 
b. Upaya tersebut, dalam jangka pendek umumnya terdiri dari usaha rehabilitasi (rehabilitation), yaitu upaya untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian dan fungsi ekologis setelah bencana terjadi. Penyelesaian masalah lingkungan sejauh ini hanya melakukan tindakan fisik ini, yang umumnya belum menyentuh rehabilitasi fungsi ekologis. 

c. Selanjutnya rekonstruksi (reconstruction) merupakan upaya jangka menengah dan jangka panjang guna untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian komunitas 
Pemberdayaan komunitas akan merujuk pada:
a. melakukan upaya pengurangan resiko bencana bersama komunitas di kawasan rawan bencana, agar selanjutnya komunitas mampu mengelola resiko bencana secara mandiri, 
b. menghindari munculnya kerentanan baru & ketergantungan komunitas dikawasan rawan bencana padapihak luar,
c. penanggulangan risiko bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan rawan bencana, 
d. pendekatan multisektor, multi disiplin, dan multi budaya. 

Lebih lanjut penanggulangan risiko bencana berbasis komunitas dapat mengacu kepada hal-hal penting berikut: 
a. Fokus perhatian dalam pengelolaan resiko bencana adalah  komunitas setempat. 
b. Peredaman resiko bencana adalah tujuannya. Strategi utama adalah untuk meningkatkan kapasitas dan sumberdaya kelompok-kelompok yang paling rentan dan mengurangi kerentanan mereka untuk mencegah terjadinya bencana di kemudian hari. 
c. Pengakuan adanya hubungan antara pengelolaan resiko bencana dan proses pembangunan. Pendekatan ini beranggapan bahwa menangani penyebab mendasar bencana, misalnya kemiskinan, diskriminasi dan marginalisasi, penyelenggaraan pemerintahan yang lemah dan pengelolaan politik dan ekonomi yang buruk, akan berperan dalam perbaikan menyeluruh kualitas hidup dan lingkungan. 
d. Komunitas adalah sumber daya kunci dalam pengelolaan resiko bencana. Komunitas adalah aktor utama dan juga penerima manfaat utama dalam proses pengelolaan resiko bencana. 
e. Penerapan pendekatan multi-sektor dan multi-disipliner; menyatukan begitu banyak komunitas lokal dan bahkan pemangku kepentingan pengelolaan resiko bencana untuk memperluas basis sumber dayanya. 
f. Merupakan kerangka kerja yang berkembang dan dinamis.Pelajaran yang dipetik dari prakek-praktek yang telah ada terus mengembangkan teori. Pembagian pengalaman, metodologi dan alat alat oleh komunitas dan para praktisi terus berlangsung untuk memperkaya praktek. 
g. Mengakui bahwa berbagai  komunitas yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda tentang resiko. Terutama laki-laki dan perempuan  yang mungkin   mempunyai pemahaman dan pengalaman yang berbeda dalam menangani resiko juga mempunyai persepsi yang berbeda tentang resiko dan oleh karena itu mungkin mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana meredam resiko. Adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan  tersebut. 
h. Berbagai anggota komunitas dan kelompok dalam komunitas mempunyai kerentanan dan kapasitas yang berbeda. Individu, keluarga,dan kelompok yang berbeda dalam komunitas mempunyai kerentanan dan kapasitas yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditentukan oleh usia, jender, kelas, pekerjaan (sumber penghidupan), etnisitas, bahasa,agama dan lokasi fisik.
Walaupun tidak secara linier dan  berurutan, beberapa tahapan tersebut di bawah ini dapat digunakan sebagai acuan bagi “orang luar” yang akan mendorong terwujudnya penanggulangan  risiko bencana oleh komunitas.
a. Melakukan mobilisasi untuk memahami konteks dilakukan untuk lebih memungkinkan masalah untuk ditangani melalui intervensi yang tepat. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk secara bersama-sama menggeluti konteks resiko bencana melalui pelatihan, berbagi pengalaman dan lainnya: manajemen bencana & kedaruratan, penanganan penderita gawat darurat, pengamatan dan  pemantauan ancaman, advokasi kebijakan,ekonomi mikro dan lainnya
b. Penjajagan situasi dan kondisi masyarakat.  Penjajagan dilakukan untuk prediksi kebutuhan untuk penanggulangan bencana. Hal ini perlu dilakukanagar terjadi kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya. Analisis situasi ini dapat mulai dengan menyusun profil masyarakat untuk memahami resiko bencana melalui riset partisipatif tentang: informasi historis kebencanaan, ciri-ciri geoklimat, fisik, keruangan, tatanan sosiopolitik, dan budaya, kegiatan-kegiatan ekonomik serta kelompok- kelompok rentan. Penjajakan yang menyeluruh mengenai keterpaparan komunitas terhadap bahaya dan analisis mengenai kerentanan mereka serta kapasitas mereka merupakan dasar dalam semua aktivitas, proyek dan program untuk meredam resiko bencana. 
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